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5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8
Tahun 2019);

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, 
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS 
PERHUBUNGAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten

Muara Enim.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Muara Enim. 
7. Koordinator adalah

melaksanakan fungsi
dengan ruang lingkup
masing.

jabatan administrator yang 
pelayanan administrasi sesuai 

bidang tugas dan fungsi masing-
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang

melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas
utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau
kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.
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e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi
pelaksanaan program di lingkungan Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan pengelolaan tata naskah dinas,
Pengelolaan Barang Milik Daerah, kearsipan serta
administrasi kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan
dinas, humas dan protokol serta rumah tangga di
lingkungan Dinas;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan,
pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang
inventaris di lingkungan Dinas;

d. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan
bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan program,
angggaran, belanja, akuntansi keuangan, evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud' pada
ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran di Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program
di lingkungan Dinas;

c. penyiapan bahan pengendalian dan monitoring
program di lingkungan Dinas;

d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi
dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Dinas;

e. pengurusan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar;

f. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
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